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BUPATI PENUK:\L ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR (09 TAHUN 2015

""ENTANG

SISTEM REMUNERASI RUMA 1 SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI
- KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMA' ' TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUK/ L. ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : a. bahwa dalam angka meningkatkan mutu pelayanan dan
kinerja rumal sakit sangat perlu ditopang oleh Sistem
Remunerasi be rbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan
penghargaan k pada pegawai;

b. bahwa untuk rielaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf (a), ter:ebut diatas perlu diatur dan ditetapkan
dengan Perath ran Bupati tentang Sistemm Remunerasi
Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten
Penukal Abab ! ematang Ilir.

Mengingat : 1. Undang-undarg Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahur 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1389);

2. Undang-undarg Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tah in 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republ k Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undar g Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambah:n Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

4. Undang-undarg Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit; (Lembar an Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nom r 5072);

5. Undang-undarg Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di
Provinsi Sum:tera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tah in 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republ k Indonesia Nomor 5400);




6.

10.

11.

12.

13.

14,

Peraturan Pemrerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Femerintah dan Kewenangan Kabupaten
Daerah Otonora (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 ‘1omor 54 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952),

. Peraturan- Per erintah Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umun (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pem :rintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keilangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republil: Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pem :rintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyr sunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lemtaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 1! 0, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomcr 4585);

Peraturan Ment :ri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Tentang Pedom: n Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Ment :ri Keuangan Nomor 10/PMK.02 /2006
tentang Pedom in Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat
Pengelola, Dew: n Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan
Umum;

Keputusan Men eri Kesehatan Nomor 228 /| MENKES/

SK / I /2002 t« ntang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan M nimal Rumah  Sakit yang  Wajib
dilaksanakan D erah;

Keputusan Meateri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/26 M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis
Transparansi d i Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publi ¢; ?

Peraturan Bupsti Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 11
Tahun 2013 tetang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 003 Tah in 2013 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Penukal Abab L« matang Ilir.

MEMI!IITUSKAN

: PERATURAN BUP;TI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR



Dalam Peraturan Bupati ini yang diniaksud dengan:
. Daerah adalah Kabupaten Penuk al Abab Lematang Ilir;
. Pemerintah Daerah adalah Buyati dan Perangkat Daerah sebagai uns
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11.

12.
13.
14.

15.

16.

BAB1I
KETE NTUAN UMUM
Pasal 1

Penyelenggaraan Pemerintahan I aerah;

. Bupati adalah Bupati Penukal At ab Lematang Ilir;
. Rumah Sakit Umum Daerah Tal ing Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir, yang selanjutnyva disingkat WSUD adalah rumah sakit milik pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lemate ng Ilir;

. Direksi adalah Direktur, Kepaa Sub Bagian Tata usaha, Kepala seksi

Pelayanan dan Penunjang Medik, dan Kepala Seksi Keperawatan;

. Direktur adalah Direktur Rumal Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir;

. Kepala Sub Bagian Tata usaha, kepala seksi Pelayanan dan Penunjang Medik,

dan Kepala Seksi Keperawatan .idalah Pejabat Keuangan dan Teknis pada
Rumah Sakit Umum Daerah Tal: ng Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang
Tlir;

. Dokter adalah dokter spesiali;, dokter umum, dan dokter gigi yang

merupakan karyawan organik, ke cuali dokter tamu;

. Dokter Tamu adalah dokter ysng bukan karyawan organik RSUD tetapi

diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD Talang
Ubi;

Karyawan adalah karyawan RSU ) Talang Ubi yang berstatus karyawan pada
RSUD Talang Ubi;

Remunerasi adalah imbalan jas:. yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap,
honorarium, insentif, bonus ata: prestasi, Tambahan Penghasilan Pegawai,
pesangon, dan/atau pensiun; -

Sistem Remunerasi adalah sisten yang mengatur pengupahan karyawan yang
diberlakukan di lingkungan RSUI ) Talang Ubi; '

Rekening Belanja Remunerasi ad ilah pos penerima distribusi jasa pelayanan
sebagai sumber dana insentif karrawan pada sistem Remunerasi;

Gaji adalah upah dasar yang Hersumber dari pemerintah bagi PNS dan
bersumber dari biaya operasional Rumah sakit bagi karyawan yang Non PNS;

Insentif adalah tambahan pendar atan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan
yang dananya bersumber dari jara pelayanan, farmasi dan atau dari sumber
penerimaan sah lainnya;

Honorarium adalah upah yang lananya bersumber dari biaya operasional
rumah sakit yang diberikan atas jekerjaan tertentu;
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Merit adalah tambahan pendapat in berbasis kinerja bagi seluruh karyawan
yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan atau dari biaya
operasional rumah sakit;

Jasa pelayanan adalah imbalan at 1s pelayanan yang diberikan oleh tenaga
dokter spesialis, dokter umum, do cter gigi, keperawatan, tenaga administrasi,
dan tenaga penunjang lainnya;

Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan
tenaga medis dan bagian dari ja:ia pelayanan rumah sakit yang tercantum
dalam komponen tarif rumah s:kit dan bersifat individu, meliputi dokter
umum dan spesialis, dokter gigi, (lan dokter tamu;

Jasa keperawatan dan jasa icnaga administratif adalah pendapatan
kelompok yang dihasilkan akiba: pelayanan keperawatan dan administrasi
secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang
tercantum dalam komponen tarif -umah sakit;

Insentif Pelaksana Teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari
pelayanan tenaga pelaksana tekris yang meliputi sopir ambulan, pelaksana
kamar jenazah;

Tarif adalah imbalan atas baran;; dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD
termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan
untuk menutup seluruh atau seb: gian dari biaya perunit layanan;

Pejabat adalah Pegawai yang dib:ri tugas tertentu sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlak a;

Pelayanan kesehatan adalah sc¢gala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dala n rangka observasi, diagnosis, pengobatan
dan atau rehabilitasi medis;

Pelayanan rawat jalan adalah jelayanan kepada pasien untuk observasi,
prevensi, diagnosis, pengobatan, -ehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan
lainnya tanpa dirawat inap;

Pelayanan rawat inap adalah pclayanan kepada pasien untuk observasi,
prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau
pelayanan kesehatan lainnya den ran menempati tempat tidur;

Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan
secepatnya untuk mencegah/mer anggulangi risiko kematian atau kecacatan;

Pelayanan Ambulance (ambularce service) adalah pelayanan transportasi
terhadap penderita gawat darnurat, evakuasi medis, jenazah dan atau
pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke
rumah sakit atau sebaliknya dar atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD
Talang Ubi Kabupaten Penukal £bab Lematang Ilir ke rumah sakit lain atau
sebaliknya;

Tindakan medis adalah manuver perasat/tindakan berupa pembedahan atau
non pembedahan dengan menggu nakan pembiusan atau tanpa pembiusan;

Pelayanan medico-legal adalah »>elayanan kesehatan yang diberikan yang
berkaitan dengan kepentingan hu kum;

Pelayanan penunjang diagnosiik adalah pelayanan untuk penegakan
diagnosis yang antara lain dapat >erupa pelayanan patologi klinik, patologi



anatomi, mikrobiologi, radioloji diagnostik, elektromedis diagnostik,
endoskopi, dan tindakan/pemerik: aan penunjang diagnostik lainnya;

. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk
penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan
pelayanan lainnya terhadap jenaze h;

. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atau imbal jasa
atas pelayanan kesehatan di RS JD Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir, terdiri dari jasa sa‘ana dan prasarana rumah sakit dan jasa
pelayanan, yang merupakan seb: gian atau seluruh biaya penyelenggaraan
kegiatan pelayanan kesehatan yimng dibebankan kepada masyarakat atau
pihak ketiga sebagai imbalan atas jelayanan yang diterimanya;

.Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Talang Ubi Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir atas )emakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan,
bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan
lainnyayang digunakan langsun: maupun tak langsung dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatin, dan rehabilitasi serta merupakan
pendapatan fungsional rumah sak t;

.Jasa Pelayanan adalah jasa bagi jara pelaksana pelayanan di rumah sakit,
yang terdiri dari jasa medis, jas:: keperawatan/setara dan jasa pelayanan
administrasi, sebagai sumber pemiayaan insentif pada sistem remunerasi.

1IAB II
AZAS, HAK )AN KEWAJIBAN
Bagi \n Kesatu
\ZAS
Fasal 2

Sistem remunerasi berazaskan tiga hal yaitu :

a. proporsionalitas yang diukur d2ngan besarnya beban aset yang dikelola
dan besaran pendapatan Rumal Sakit;

b. kesetaraan yang memperhatikar industri pelayanan sejenis;

c. kepatutan yang melihat kemamjjyuan rumah sakit dalam memberikan upah
kepada karyawan.

Ba; ian Kedua
HAK DAl ' KEWAJIBAN
Fasal 3

(1) Manajemen Rumah Sakit berke vajiban menyediakan alokasi biaya untuk
remunerasi karyawan rumah :akit yang dianggarkan melalui anggaran
rumah sakit/Rencana Bisnis Arggaran (RBA);

(2) Setiap karyawan organik rumah sakit berhak mendapat remunerasi;

(3) Setiap karyawan yang meman; ku jabatan pada pusat pendapatan atau
revenue center berkewajiban uwr tuk menyusun Strategic Action Plan yang
dilengkapi dengan indikator, tirget/standar dan sistem akuntabilitas;




| (4) Yang tergolong kepada kelompik pusat pendapatan atau revenue center,
| sebagaimana tercantum pada a rat 3 adalah :
Instalasi Gawat Darurat;
Instalasi Rawat Jalan;
Instalasi Rawat Inap;
1
Instalasi Bedah Sentral
Instalasi Farmasi;
Instalasi Radiologi;
Instalasi Laboratorium Pato ogi Klinik;
Instalasi Rehabilitasi Medik
Ambulance;
Medical Check Up;
Pengolahan Limbah;
. Pemulasaraan Jenazah;
Poliklinik Gizi;
Instalasi Loundry;
Usaha-usaha lain.

YePpErFT IR mOAO TR

(5) Setiap karyawan yang memang <u jabatan struktural atau pada cost center
atau pada pusat biaya berke wvajiban menyusun rencana aksi strategis
atau Strategic Action Plan yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.

{6) Karyawan yang dimaksud pads ayat 5 adalah :

Direktur;

Kepala Sub Bagian Tata us: ha;

Kepala Seksi Pelayanan dar Penunjang Medik;

Kepala Seksi Keperawatan;

Bagian Umum dan Kepegav aian;

Bagian Keuangan;

Bagian Program Hukum, H imas, Medical Record dan SIMRS.

o RO o

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN, KI LOMPOK PENERIMA REMUNERASI,
GAJI I AN TUNJANGAN
Bi# gian Kesatu
SUMB]} 'R PEMBIAYAAN
Pasal 4

(1) Gaji pegawai Rumah Sakit F?K-BLUD bersumber dari Pemerintah dan
Operasional rumah sakit;

(2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, dari
pemerintah untuk pegawai BL JD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan
Tenaga Kerja Sukarela yang 1iendapatkan Surat Keputusan dari Bupati
Kabupaten Penukal Abab Lem: tang Ilir;

(3) Untuk pegawai BLUD non Pezawai Negeri Sipil yang hanya mempunyai
Surat Perintah Tugas dari Direktur pada Rumah Sakit PPK-BLUD
bersumber dari biaya operasio 1al rumah sakit;




(4) Insentif pegawai Rumah Sakit BLUD bersumber pada komponen jasa
pelayanan dan atau keuntunga 1 usaha-usaha lain atau biaya operasional
rumah sakit;

(5) Merit/bonus bersumber dari }:euntungan rumah sakit dan atau biaya
operasional rumah sakit yang k 1usus dianggarkan;

(6) Tunjangan yang bersumber da 1 pemerintah dan atau biaya operasional
rumah sakit sesuai dengan jeraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.

Bag an Kedua
KELOMPOK PE! ERIMA REMUNERASI
I'asal S

(1) Tenaga medis yang terdiri dari ¢ okter spesialis, dokter umum, dokter gigi;
(2) Kelompok Keperawatan yang terdiri dari perawat IGD, dan Bedah Sentral,
dan ICU;
(3) Kelompok perawat rawat jalan « an perawat gigi;
{4) Kelompok Rawat Inap, Perinato ogi, dan VK;
(5) Kelompok Apoteker dan asisten apoteker;
(6) Kelompok Patologi Klinik dan a:ialis laboratorium,;
(7) Kelompok Radiologi dan Radiog -afer;
(8) Kelompok Rehablitasi Medik da 1 Fisioteralfis;
(9) Kelompok administrasi (staf str iktural, staf fungsional);
(10) Direksi (direktur, Pejabat tekni: dan Pejabat keuangan).

Bagan Ketiga
GAJI

Pasal 6

(1) Seluruh karyawan rumah sskit berhak menerima gaji sesuai dengan
sistemn remunerasi yang diatur dalam ketentuan sistem remunerasi rumah
'sakit berdasarkan Peraturan d in Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Besaran gaji disesuaikan den ian kepatutan dan kemampuan keuangan
rumah sakit yang berdasar k:pada Peraturan dan Perundang-undangan
yvang berlaku;

(3) Gaji Direksi yang terdiri daii Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat
Teknis, besarannya ditentukar. berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor  361/Menkes/SK/V,/2006 Tentang Pedoman Penetapan
Penghasilan Pimpinan dan De van Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan
Umum.

BAB IV
PENGGAJ AN, TUNJANGAN
Bagian Kesatu
PE NGGAJIAN
Pasal 7

(1) Pejabat Pengelola BLUD, Deivran Pengawas, Anggota, Sekretaris Dewan
Pengawas, dan pegawai BLUL dapat diberikan remunerasi sesuai dengan
tingkat tanggung jawab dan tu ntutan profesionalisme yang diperlukan;




(2) Pegawai BLUD dengan status P!IS mendapat gaji sesuai dengan peraturan
penggajian PNS;

(3) Remunerasi bagi ketua, anggota dan sekretaris dewan pengawas
sebagaimana dimaksud pada arat (1) pasal 8, dalam bentuk honorarium
sesuai dengan sistem remunera i;

(4) Remunerasi sebagaimana " diriaksud dalam ayat (1), untuk BLUD
ditetapkan oleh Kepala Daera: berdasarkan usulan yang disampaikan
oleh pemimpin BLUD melalui St kretaris Daerah.

Fasal 8
(1) Penetapan gaji direktur, mempertimbangkan faktor-faktor yang
berdasarkan:

a. gaji dasar maksimal 5 kali g: ji pokok pegawai negeri tertingi;

b. ukuran (size} dan jumlah aset yang dikelola BLUD, dan tingkat
pelayanan serta produktivits s (pendapatan rumah sakit);

c. pertimbangan persamaannyi. dengan industri pelayanan sejenis;

d. kemampuan pendapatan BL JD bersangkutan;

e. kinerja operasional BLUD y: ng ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
mempertimbangkan antara ain indikator keuangan, pelayanan, mutu
dan manfaat bagi masyarak: t;

f. gaji direktur adalah gaji da: ar ditambah 40% Nilai Bobot Aset (Faktor
Penyesuaian Aset dikali (3aji Dasar) ditambah 60% Nilai Bobot
Pendapatan (Faktor Penyesu aian Income dikali Gaji Dasar).

(2) Gaji Pejabat teknis dan Pejabat keuangan ditetapkan paling banyak
sebesar 90% (sembilan puluh p:rsen) dari gaji direktur.

{3) Faktor Penyesuaian Aset (Fpi dan Faktor Penyesuaian Income (Fpi)
sebagaimana dimaksud dalam iyat 2 pasal (8) seperti tabel dibawah ini:

TOTAL ASET Fpa TOTAL PENDAPATAN Fpi
(MILIAR) (MILIAR)
s/d 50 0,10 s/d 5 0,10
>50 s/d 100 0,20 >5s8/d 10 0,20
>100 s/d 200 0,30 >10 s/d 20 0,30
>200 s/d 400 0,40 >20s/d 40 0,40
>400 s/d 800 0,50 >40 s/d 80 0,50
>800 s/d 1600 0,60 >80 s/d 160 0,60
>1600 s/d 2400 0,70 >160 s/d 240 0,70
>2400 s/d 3200 0,80 >240 s/d 320 0,80
>3200 s/d 4000 0,90 >320 s/d 400 0,90
>4000 1,00 >400 s/d 1000 1,00
>1000 1,50




Bagian Kedua
TUI JANGAN
I asal 9

1. Karyawan rumah sakit yang m::megang jabatan srtuktural dan fungsional
berhak mendapat tunjangan sesuai dengan tunjangan yang ditetapkan
Pemerintah; '

2. Tunjangan perbaikan penghasi an sesuai dengan anggaran yang diberikan
pemerintah;

3. Honor dapat diberikan kepzia Ketua Komite Medik, ketua komite
Keperawatan, Kepala Instalas:, Kepala ruangan dan Satuan Pengawas
Internal (SPI) dengan kebijakan direktur.

3ABV
KOMPONEN DAN PR/ )PORSI JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu
KOMPONEN JASA PELAYANAN DALAM TARIF Rumah Sakit
Fasal 10

(1) Komponen jasa yang tercanturi dalam tarif rumah sakit terdiri dari Jasa
sarana prasarana rumah sakit lan jasa pelayanan;

(2) Jasa sarana dan prasarana ru nah sakit adalah pengganti biaya fasilitas,
biaya operasional dan biaya teiap rumah sakit, berdasarkan harga satuan
(Unit cost);

(3) Jasa Pelayanan terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/tenaga setara
seperti bidan, asisten apoteker radiografer, analis, fisioterafis, nutrisionis
dan jasa tenaga administrasi;

(4) Jasa Pelayanan yang tercartum didalam komponen tarif bukanlah
insentif;

(5) Selanjutnya jasa medis, jasa keperawatan/setara, dan jasa administrasif
yang tercantum didalam tari’ Rumah Sakit, disebut sebagai insentif
setelah diatur distribusinya da’ am sistem remunerasi.

Bag an Kedua
PROPORSI BESARAN JAS A DALAM TARIF RUMAH SAKIT

Fasal 11

(1) Proporsi Jasa pelayanan dalan: komponen tarif rumah sakit berdasarkan
ketentuan sebagai berikut jike komponen Jasa Pelayanan tidak dipilah -
pilah sesuai dengan jenis prfesinya atau jika komponen tarif hanya
mencantumkan Jasa sarana prasarana dan jasa pelayanan.

a. Instalasi Rawat Jalan
Proporsi jasa Pelayanan mz:dis, perawat dan tenaga administrasi di
Rawat Jalan antara lain :
1. proporsi jasa medis paca rawat jalan adalah 70% dari total jasa
pelayanan;
2. proporsi jasa pelayanan !:ieperawatan/setara 20%;
3. proporsi jasa pelayanan : dministrasi 10%;



4. proporsi tindakan medis pada rawat jalan, jasa medis 70%, jasa
keperawatan/setara 20%, jasa pelayanan administrasi 10%;

5. tindakan keperawatan riaka, 70% jasa keperawatan 20% jasa
medis dan 10% jasa admi: istrasi.

. Instalasi Rawat Inap

1. proporsi jasa medis pada risite di ruang perawatan adalah 70% dari
total jasa pelayanan yan  tercantum dalam tarif 20% adalah jasa
pelayanan keperawatan/ setara dan jasa pelayanan administrasi
10%;

2. bila dokter spesialis berhz langan, pasien di visite oleh dokter umum,
dengan besaran tarif 60% dari jasa dokter spesialis, proporsi 70%
dokter umum dan 20% jasa pelayanan keperawatan/setara dan jasa
pelayanan administrasi 1( %;

3. tindakan medis, maka jas 1 medis 70%, jasa keperawatan/setara 20%
dan 10% jasa pelayanan a Iministrasi;

4. tindakan keperawatan, ‘0% jasa keperawatan/setara, 20% jasa
medis dan 10% jasa pelay anan administrasi.

. Instalasi Gawat Darurat

Proporsi jasa dokter untuk pemeriksaan atau tindakan adalah 70%
dari jasa pelayanan yang ercantum dalam tarif, 20% adalah jasa
pelayanan keperawatan / seiara dan 10% jasa pelayanan administrasi;
Tindakan Keperawatan, mak a proporsi jasa tindakan tersebut 70% jasa
keperawatan/setara 20% Jasa Medik dan 10% jasa pelayanan
administrasi.

. Instalasi Penunjang

1. Instalasi Radiologi : Projorsi jasa medis 50% dari jasa pelayanan
dan proporsi radiografer sebesar 40% dan pelayanan adminstrasi
10%;

2. Instalasi Laboratorium P: tologi Klinik: Proporsi jasa medis 30% dari

jasa pelayanan dan propcrsi analis sebesar 60% dan jasa pelayanan
administrasi 10%;

3. Instalasi Rehabilitasi Nedik : Proporsi medis 30% dari jasa
pelayanan dan proporsi f sioterapis sebesar 60% dan jasa pelayanan
adminstrasi 10%;

4. Instalasi Gizi : Proporsi asa pelayanan konsultasi dokter spesialis
gizi adalah 45% dari total jasa pelayanan 45% adalah jasa pelayanan
nutrisionis dan pelayanar adminstrasi 10%;

5. Instalasi Patologi Anaton i : Proporsi jasa pelayanan medis Patologi

Anatomi adalah 70% da- total jasa pelayanan, 20% adalah jasa
analis dan jasa pelayanar administrasi 10%;

6. Instalasi Farmasi : Proporsi jasa apoteker adalah 30%, jasa
pelayanan asisten apo cker secara kelompok 60% dan jasa
pelayanan administrasi 1 )%;

7. Instalasi Forensik : Projorsi jasa medis forensik adalah 70% dari
total jasa pelayanan yan:g tercantum dalam tarif rumah sakit, 20%
adalah jasa pelayanan ter aga lain pada lingkungan forensik dan jasa
pelayanan administrasi 1/1%;



8. Instalasi Hemodialisa : P oporsi jasa pelayanan medis adalah 45%
dari jasa tindakan 45% j: sa pelayanan kelompok perawat dan 10%
jasa pelayanan administra si;

9. Pelayanan Ambulance/Mbil jenazah : ditetapkan jasa pelayanan
ambulans adalah 50% da i tarif ambulans. Proporsi jasa pelayanan
perawat 50%, jasa sopir 4 % dan jasa administrasi 10%.

e. Instalasi Bedah Sentral
Proporsi Jasa medis operatc - 50% dari total jasa, jasa dokter anestesi
20%, perawat bedah dan pe '‘awat anestesi sebesar 20% dari dan 10%
jasa administrasi; '

f. Dokter spesialis pendampiig dalam operasi mendapat jasa yang
besarannya 20% dari Jasa cperasi ditambahkan diluar jasa pelayanan
bedah. Jasa dokter spesi:lis 70%, jasa Perawat 20% dan jasa
pelayanan administrasi 10%.

(2) Proporsi jasa yang bersumber d ri tarif paket Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) dan asuransi lain yang n enggunakan tarif paket INA CBG’s, sesuai
dengan perhitungan proporsi jisa pelayanan umum yang dikonversikan
kedalam jasa Jaminan Kesehetan Nasional (JKN) dengan besaran jasa
pelayanan maksimal 40% dari t« tal klaim paket JKN yang diterima.

(3) Konversi sebagaimana dimaks id pada ayat (2) dengan menggunakan
software remunerasi JKN yan: disusun berdasarkan ketetapan dalam
sistem remunerasi ini.

I AB VI
DISTRIE JSI INSENTIF
P:sal 12

(1) Setiap penghasil jasa pelayana diwajibkan memberikan kontribusi yang
diatur dalam sistem remunerasi

(2) Distribusi insentif terdiri dari in :entif langsung dan insentif tidak langsung;

(3) Insentif langsung diberikan kejada penghasil jasa pelayanan baik tenaga
medis, kelompok tenaga keper.watan setara dan kelompok administrasi
sesuai dengan proporsi yang tel: th ditentukan dalam sistem remunerasi ini,
sebesar 50% dari proporsi jasa rang diterima, 50% sisanya didistribusikan
ke Pos Remunerasi, Direksi dan staf direksi;

(4) 50% sisa yang di distribusikan te Pos Remunerasi, direksi dan staf direksi
sebagaimana dimaksud pada ay it (3) besarannya diatur sebagai berikut:

a. pos remunerasi sebesar 3:1%;

b. insentif langsung direksi ( Jirektur dan Wakil Direktur) sebesar 10%;

c. insentif langsung pejabal struktural (manajemen) lain dan pejabat
fungsional non penghasil %.

(5) Insentif tidak langsung diberik in kepada seluruh karyawan berdasarkan
indexing, yang sumber dananya berasal dari pos remunerasi.

Bagi wn Kesatu
DISTRIBUSI INSENTIF DIREKSI I AN PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT
FUNGSIONAI NON PENGHASIL
Pusal 13

(1) Distribusi insentif direktur 2 (d 1a) kali dari insentif Pejabat keuangan dan
Pejabat Teknis;



(2) Distribusi insentif para Kepala Instalasi non pengha

(3) Distribusi sebagaimana dimak;ud pada ayat (6) dengan

total insentif staf direksi (manaj menj;

index, insentif para kepala ins alasi non penghasil adalah s
(index) dibagi total score (inde:) seluruh kepala instalasi n
dikali 5% dari total isentif'staf d reksi.

Bagian Kedua
DISTRIBUSI I SENTIF LANGSUNG
DOKTER, PERAWAT I AN TENAGA ADMINSTRASI
Psal 14

(1) Insentif pelayanan reguler merupal :an pelayanan terhadap pasien yang datang
ke rumah sakit dan tidak memilih dokter atau tidak memilih pelayanan
eksekutif, berlaku untuk semua ke las perawatan. Jasa pelayanan yang timbul
akibat pelayanan non eksekutif me upakan jasa pelayanan non eksekutif;

(2) Setiap penghasil jasa pelayana: reguler, berhak mendapatkan insentif
langsung 50% dari jasa pelayanan rang dihasilkannya kecuali forensik sebesar
80% :

a.

tenaga medis berhak mendapa insentif langsung 50% dari proporsi jasa
pelayanan dokter dan menadi penghasilan individu dokter yang
bersangkutan;

kelompok keperawatan/setareé berhak mendapat insentif langsung
kelompok sebesar 50% dari proj orsi jasa pelayanan keperawatan/setara,
dengan distribusi berdasarkan indexing kelompok perawat setara yang
bersangkutan yang telah ditetay kan dalam sistem remunerasi;

kelompok administrasi berhak mendapat 50% insentif langsung dari jasa
pelayanan administrasi, dengan sistem distribusi indexing;

. kelompok administrasi yang dimaksud pada poin ¢ adalah seluruh

karyawan struktural (administr asi) dan fungsional yang meliputi petugas
administrasi, CSSD, IPAL, loun iry, gizi, IPSRS, Satpam, Cleaning service,
dan Portir dilingkungan rumah akit.

Eagian Ketiga
DISTRIBUSI INSENTIF LAN 3SUNG PELAYANAN EKSEKUTIF
Pisal 15

(1) Insentif pelayanan cksekutif merupakan jasa yang timbul akibat dari
pelayanan eksekutif, dibedakan d i pasien reguler, atas dasar pasien yang
dilayani adalah pasien yang dibav'a oleh masing masing dokter atau pasien
yang berobat ke poliklinik eksek itif baik pagi maupun sore, pasien yang
dengan sengaja datang ke RSUD " alang Ubi dan meminta pelayanan melalui
jalur pelayanan eksekutif, dan p:sien yang berobat ke poliklinik eksekutif
dengan ketentuannya sebagai beril ut :

tenaga medis berhak mendapat in entif langsung pada poliklinik eksekutif secara
individu sebesar 80% dari proporsi jasa pelayanan;

. insentif langsung pelayanan Eksek utif pada rawat inap: dokter mendapat insentif

langsung sebesar 80% dari propors . jasa visite;
insentif langsung tindakan med k pada pelayanan eksekutif, dokter berhak
mendapat insentif langsung indiv du sebesar 80% dari proporsi jasa pelayanan;



d. insentif langsung tindakan kejarawatan eksekutif, kelompok perawat tetap
mendapat insentif langsung seb::sar 50% dari jasa tindakan keperawatan sama
seperti insentif langsung pelaya.l an reguler.

(2) Insentif Pelayanan Bedah Eksekw tif adalah sebagai berikut :

a. dokter bedah berhak mendapt insentif langsung pada pelayanan bedah
eksekutif adalah 80% dari propo 'si jasa pelayanan dokter bedah;

b. insentif dokter anestesi langsun ; pada pelayanan bedah eksekutif adalah 50%
dari proporsi jasa pelayanan;

c. insentif kelompok keperawatan jedah pada pelayanan bedah eksekutif adalah
tetap 50% sama dengan insentif angsung pelayanan reguler;

d. insentif kelompok penata aneste i pada pelayanan bedah eksekutif adalah tetap
50% sama dengan insentif langs'ing pelayanan reguler.

Bagin Keempat
INSENTIF TIDAK LANGSUNG
I'asal 16

(1) Pos Remunerasi merupakan kontribusi dari setiap penghasil jasa yang
berada pada revenue center rumah sakit, dari komponen jasa ditambah
50% keuntungan apotik dan keuntungan usaha-usaha lain dari rumah
sakit;

(2) Distribusi berdasarkan scoriny yang ditentukan dengan perhitungan
indexing yang ditetapkan dalam sistem remunerasi;

(3) Seluruh karyawan dapat mener ma insentif tidak langsung sesuai dengan
besaran total score individu ka yawan yang bersangkutan dengan rumus
INSENTIF = (Score individu : Tot i Score RS) x Total Dana Pos Remunerasi;
(4) Insentif tidak langsung dikaitizan dengan sistem akuntabilitas kinerja
karyawan;

(5) Jika karyawan mencapai kine ja 100% sesuai dengan target/standard
maka karyawan yang bersangku :an mendapat insentif 100% sesuai dengan
nilai total index perorangan;

(6) Jika karyawan hanya memiliki ginerja 80% maka insentif karyawan yang
bersangkutan adalah 80% dicali jumlah nilai indexing performance
karyawan yang bersangkutarr ditambah dengan inex basic, index
kompetensi, index resiko, index :mergency dan index posisi.

lasal 17

(1) Insentif langsung maupun tdak langsung dibayarkan pada bulan
berikutnya paling lambat pada : etiap tanggal 15, setelah pelayanan dalam
bulan berjalan selesai;

(2) Score individu dihitung oleh atisan yang bersangkutan dan perhitungan
total score individu yang menjad| score rumah sakit ditetapkan oleh bagian
kepegawaian rumah sakit;

(3) Besaran insentif tidak langsung bagi setiap karyawan bisa berbeda setiap
bulan bergantung kepada bes:r kecilnya Pos Remunerasi dan kinerja
karyawan;

(4) Yang berwenang membayarkan insentif adalah pejabat keuangan rumah
sakit;

(5) Score individu bisa berubah se iap bulan bergantung kepada perubahan
basic index, perubahan pendidik an, perubahan posisi/jabatan, dan kinerja.



1AB VII
IK DEXING
Fasal 18

(1) Indexing adalah cara atau pe ‘angkat untuk menentukan besaran score
individu karyawan sesuai deng an beban kerjanya.

(2) Indexing berdasarkan
a. Basic index atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif
dasar bagi seluruh karyawan yang standarnya diadopsi dari gaji
pokok karyawan yang be sangkutan dengan ketentuan setiap Rp
500.000,- gaji pokok sami1 dengan 1 (satu) nilai index, karyawan
kontrak Rumah Sakit, gaji pokoknya disetarakan dengan gaji pokok
terendah PNS sesuai denga 1 pendidikannya;

b. Kualifikasi/capacity inde:: adalah untuk memberikan penghargaan
nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan karyawan atau
keterampilan yang bersertif kat dengan ketentuan sebagai berikut:

PENDIDI {AN

:
5

SD
SMF

SMA/SI1U

. D1

D3
S1/D:t

Dokter Umum/Dokter (iigi/Apoteker/Ners

S2

Dokter Sps sialis
S3

PO N |~

f
|
|
I

Ol | N |

i
o

' e tingkat pendidikan alau keterampilan yang tidak sesuai dengan
i posisi kerja karyawarn tidak diakui dalam sistem ini; -
¢ kursus/pelatihan bersertifikat (minimal 24 jam) sesuai dengan
posisi kerja karyaweaa, diberi penghargaan dengan tambahan
nilai 0,2 dan hanya ! erlaku 3 (tiga) tahun.

¢. Risk Index adalah nilai ur tuk resiko yang diterima karyawan akibat
pekerjaannya. Nilai resiko t :rbagi menjadi 4 grade yaitu
1. resiko grade I dengan :ilai index 1 adalah kemungkinan terjadi
resiko kerja yang bersifat fisik walaupun karyawan yang !
bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP), yaitu !
karyawan yang bekerja ¢i perkantoran; ,
2. resiko grade Il dengan 1ilai index 2 adalah kemungkinan terjadi
resiko kerja yang besifat kimiawi apabila karyawan yang |
bersangkutan bekerja st suai protap dan proker (SOP), terdiri dari |
rawat jalan, gizi, IPSR 3, rehabilitasi medik, diagnostik, CSSD,
ambulance, hemodialisa dan Farmasi,




3. resiko grade Il dengan 1ilai index 4 adalah kemungkinan terjadi
resiko kerja yang bersifit kontaminasi walaupun karyawan yang
bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP), terdiri dari
rawat inap, laboratorium

4. resiko grade IV dengan nilai index 6 kemungkinan terjadi resiko
kerja yang bersifat infek ius dan radiasi walaupun karyawan yang
bersangkutan bekerja stsuai protap, isolasi, bedah sentral, IGD,
Intensive Care Unit (ICU), Pediatric Care Unit (PICU), Neonate
Intensive Care Unit (NICU), High Care Unit (HCU), Poli Paru,
Loundry, Forensik, Radic logi, Ipal.

d. Emergency index adalah nilai untuk tenaga atau karyawan yang
bekerja pada daerah emergency yang setiap saat harus siap
melaksanakan tugas tanja mengenal batas waktu. Tingkatan
emergency sangat tergaitung kepada jenis pekerjaan yang
dilaksanakan oleh pegawai ' ‘ang bersangkutan.

No Tingl at Emergency Index

1 Tingkat Emerge 1cy Rendah 1
o Administrasi perkantoran

2 Tingkat Emerge 1cy Sedang

o Administr asi Keuangan (diluar
perkantor an)

Gizi, Laur dry

Farmasi

Rawat Jalan, CSSD

Radiologi non Shift

e Laborator um non shift

3 Tingkat Emerge 1cy Tinggi

¢ RawatIn:p

¢ Laborator um shift

e Radiologi shift

4 Tingkat Emerge 1ci Sangat Tinggi

e Bedah Ce 1tral

o ICU

e IGD

e. Position index adalah unt 1k menilai beban jabatan yang disandang
karyawan yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan
sebagai berikut :

No Kelom))ok Jabatan Index
Tidak memiliki jaba'an 1

2 | Koordinator, bencahara, Wakil Kepala 2
Ruangan, Penanggu 1gjawab
3 | Kepala Sub Bagiaii/ Kepala Seksi, Ketua 3
panitia, Kepala Ruaiigan
4 | Kepala Instalasi, kepala Bidang, Kepala 4
Bagian, Kepala Dep: rtemen, Kepala SMF
5 [Ketua Komite !ledik, Ketua Komite| g
Keperawatan, Ketua SPL
6 | Direktur 8

¢ & 9 o




ferformance index adalah 1intuk mengukur hasil / pencapaian kerja
dari karyawan. Kinerja dika tkan dengan sistem akuntabilitas kinerja
(sistem manajemen kinerja);

g. Nilai index kinerja adalah :|na kali basic index
Penilaian pejabat di .rumah sakit adalah terhadap pencapaian
target/standar yang telah di:entukan dalam rencana kinerja individu;

h. Setelah dilakukan indexing ‘naka dilakukan Rating yaitu :

1. Basic Index = Rate 1
2. Kualifikasi index = Rate 3
3. Risk Index = Rate 3
4. Emergency Index = Rate 3
5. Position Index = Rate 3
6. Performance index = Rate 4

i. Score adalah nilai individi yang merupakan pengkalian dari index
terhadap rating atau bobot ' ratingj;

j. Total score individu =aialah penjumlahan dari score basic,
kualifikasi/capacity, Risk, Emergency, Position dan Performance
index;

k. Total score individu selu uh karyawan dijumlahkan menjadi total
score rumah sakit.

Form it Indexing
Fasal 19
No Objek Index | Rating Sceor
1 | Basic Index
- Setiap gaji pokok PNS Ry. 500.000 bernilai
1 index 1
- Tenaga Non PNS disesu:ikan dengan gaji
Pokok PNS
2 | Kualifikasi/ Capacity Index
a. SD
b. SMP 1
c. SMA/SMU 2
d. D1 3
e. D3 4
f. S1/D4 S 3
g. Dokter Umum / Dokter Gigi / Apoteker /| ©
NERS 7
h. S2 8
i. Dokter Spesialis 9
j- S3 /Subspesialis Konsulian 10
3 | Risk Index
a. Gradel 1
b. Grade II 2 3
c. Grade Il 4
d. Grade IV 6




4 | Emergency Index

a. Grade ]

b. Grade Il
c. Grade IIl
d. Grade IV

S5 | Position Index '

a. Tidak memiliki jabatan

b. Kepala ruangan, Koordi: ator, Bendahara,
Ketua panitia

c. Kasubid, Kasubag, Kapal:. Seksi

d. Kepala Instalasi, Kabag, ¥ abid

e. Ketua Komite Medik, Fetua SPI, Ketua
Komite Keperawatan dan Wakil Direktur

f. Direktur

6 | Performance Index 2 x
- Pejabat berdasarkan cipaian indikator, | Bag
Standar dan target dalam SAP ic 4
- Tenaga teknis berdasarkan penilaian | pq
kinerja sesuai Sistem Ma1 ajemen Kinerja ex

TOTAL SCORE INDI VIDU

AN =

® OOPp WK =

EAB VIII
KRITERIA PI'NILAIAN KINERJA
Fasal 20

1. Karyawan yang memegang jalt atan atau memangku jabatan pada pusat
pendapatan atau Revenue Cen :er maupun Pejabat pada pusat biaya atau
Cost Center diwajibkan menyiisun rencana aksi strategis atau Strategic
Action Plan (SAP), yang dileng kapi dengan sistem akuntabilitas sebagai
alat pengukuran kinerja pejab: t;

2. Penilaian kinerja para pejabat sebagaimana yang tercantum dalam poin
1 diatas berdasarkan indikatcr kinerja, target dan atau standard yang
telah tercantum dalam Strate;ic Action Plan, dan diukur dengan sistem
akuntabilitas sebagai alat uku ' kinerja pejabat;

3. Penilaian karyawan yang tidal: memangku jabatan tertentu atau tenaga
teknis fungsional penilaian dilakukan oleh atasan langsung yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem
akuntabilitas kinerja.

1'AB IX
MERIT, BONUS, TUI JANGAN, UANG LEMBUR
Fisal 21

(1) Merit/Bonus adalah penghargian dari rumah sakit atau pemilik rumah
sakit atas dasar prestasi kine ja karyawan yang besarannya ditetapkan
oleh pemimpin BLUD;

(2) Merit/Bonus bisa dalam ber tuk Tunjangan Hari Raya, Bonus atau
penghargaan lain dalam bentu ¢ reward yang besarannya ditentukan oleh
pemimpin BLUD;




(3) Reward dapat diberikan kepaca karyawan b
ditetapkan oleh pemimpin BLU DJ;

(4) Bonus berupa Tambahan Tunj: ngan Hari Raya
minggu sebelum Hari Raya Idu Fitri atas kebijak

(5) Honorarium Jabatan Tenaga "ungsional seperti
Instalasi, sub komite, Koordiiator, Kepala Ru
berdasarkan ketetapan pemimjin BLUD.

LAIN LAIN
Psal 22

1. Keuntungan bersih Apotik 50% dimasukkan kedalam p

2. Pejabat yang yang memiliki kiaerja mencapai target

target, diberikan reward scsuea. dengan ketentuan yang
direktur.

§ ANKSI

Pisal 23

1. Karyawan yang membolos sel: ma 3 (tiga) hari kerja dalam

insentif tidak langsung dipotor g 10%; -

2. Karyawan yang mengajukan ijin selama 3 (tiga) kali dalam sa

insentif tidak langsung dipotor g 10%;

3. Karyawan mengajukan ijin da:. terbukti berbohong atas alasan i

diajukannya, insentif tidak lan rsung dipotong 100%;

4. Karyawan yang mengambil, cuti besar atau cuti bersalin selama 3

bulan, secara otomatis tidak m:ndapatkan insentif selama waktu cu

5. Karyawan yang tugas belajar secara otomatis tidak mendapat 1ﬂsen
selama tugas belajar;

6. Karyawan yang mendapat tugas dinas luar oleh rumah saklt te
diperhitungkan insentifnya; ,

7. Jika karyawan terbukti mencu 1i, insentif langsung maupun msentlf tidak
langsung dipotong sebesar 100 %;

8. Karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan atau rahasia rumah

sakit kepada pihak luar, irsentif langsung maupun msenuf tidak
langsung dipotong sebesar 10C %; -

9. Karyawan yang terbukti men jgunakan narkoba, minuman keras dan
berjudi di lingkungan rumah sakit, insentif langsung maupun msentf
tidak langsung dipotong 100%;

10. Pejabat yang memberikan lapo an akuntabilitas dengan tidak benar*
insentif tidak langsung dipotor g 100%; .

11. Karyawan yang berkelahi diling kungan rumah sakit, insentif langsung
dan insentif tidak langsung ke/luanya dipotong 50%; :

12. Karyawan yang selingkuh atau melakukan perbuatan yang diluar nbrma
etika dilingkungan rumah saki : insentif langsung dan tidak langsung
dipotong 50%; '

13. Karyawan yang mogok kerja at wu terbukti menghasut kegiatan
insentif langsung dan insentif :idak langsung dipotong 100%.



PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematanglir.

Ditetapkan diTalang Ubi
Pada tanggal 2%-02- 2015
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